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ABSTRAK

Kekosongan hukum akibat belum adanya Peraturan Pemerintah
yang mengatur pelaksanaan Hukum Acara Tata Usaha Militer
sebagaimana diatur dalam Bab V Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer, menimbulkan ketidakpastian bagi prajurit TNI
yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Militer.

Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan bagaimana upaya
yang dapat dilakukan prajurit TNI yang merasa haknya dirugikan oleh
Keputusan Tata Usaha Militer pada kekosongan hukum saat ini.

Penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis atau social legal
research dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analistis,
menggunakan data sekunder dan data primer.

Hasil penelitan menunjukan bahwa upaya hukum yang dapat
ditempuh oleh prajurit TNI yang dirugikan akibat dikeluarkannya
Keputusan Tata Usaha Militer selama kekosongan hukum saat ini adalah
melalui upaya administrasi, yaitu dengan mengajukan keberatan agar
memperoleh keputusan dari atasan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Militer yang bersangkutan.

Simpulan dari penelitian ini adalah upaya administrasi merupakan
restorative justice yang dapat digunakan oleh Prajurit TNI untuk membela
haknya yang dirugikan berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Militer.

Disarankan kepada atasan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha
Militer yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Militer untuk bersikap
arif dan bijaksana dalam memutus upaya administrasi yang diajukan oleh
prajurit bawahannya.

Kata Kunci : Keputusan Tata Usaha Militer, Kekosongan Hukum, Upaya Administrasi.
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ABSTRACT

Vacuum of law caused by the nothing of governmental regulation
which rules the implementation of Judicial Military Military Administrative
Law ruled in Chapter V Law Number 31 1997 about Military of
Jurisdiction, caused uncertainty for the soldiers of Indonesian National
Armed Force due to issuing the Military Administrative Decision.

This research identified a problem, what efforts can be done by
Soldier of Indonesian National Armed Force who gets disadvantageous
consequence due to the Military Administrative Decision in the current
vacuum of law..

This research used juridical-sociological method or social legal
research particularly analytical-descriptive approach by using primary and
secondary data.

The research finding asserted that legal efforts could be done by
soldier of Indonesian National Armed Force who gets disadvantageous
consequence due to the Military Administration Decision was employing
Administrative efforts, those are making objection to get decision from the
higher authority of the pertinent Military Administrative Functionary.

This research concluded that administrative effort is a restorative
justice which can be used by Soldier of Indonesian National Armed Force
to find their right from the dispute of Military Administrative decision.

The rocommendation for the higher authority of the Military
Administrative Functionary is to behave wisely in deciding administrative
efforth proposed by rank and file soldier.

Keywords: Military Administrative Decision, Vacuum of Law, Administration effort.
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